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Pembangunan 
Perikanan
Berkelanjutan

keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan

disertai penyediaan data dan informasi dengan jelas, 

lengkap, akuntabel dan transparan`

“

Tujuan ke-14 dalam SDGs 

mengamanatkan dalam RPJMN 2020-

2024, pembangunan perikanan

tangkap dilaksanakan di 11 Wilayah 

Pengelolaan Perikanan (WPP) 

memerlukan



Permasalahan
Perikanan di Indonesia

Dampak pandemic 

COVID-19 terhadap

sektor perikanan

Kondisi sumber

daya perikanan

terancam

Kehidupan masyarakat

pesisir rentan

terhadap kemiskinan



Pentingnya Perencanaan
Pembangunan pada
Sektor Perikanan

Perencanaan pembangunan di 

sektor perikanan menerapkan

kebijakan perikanan

berkelanjutan di seluruh

Wilayah Pengelolaan

Perikanan (WPP) 

Kesejahteraan petani, nelayan, 

dan masyarakat pesisir pada

umumnya, merupakan perhatian

utama pemerintah. 

Perencanaan

pembangunan sektor

perikanan harus berbasis

Science-Based Policy



Dukungan Bappenas terhadap
Kebijakan Perikanan Terukur

Bappenas melakukan
beberapa studi bioekonomi: 

• Studi bioekonomi perikanan udang di Laut Arafura 

(WPP 718)

• Studi perikanan alat tangkap cantrang di Banten, Jawa

Barat dan Jawa Tengah (WPP 712)

• Studi supply chain perikanan Tuna di WPP 713 dan 573

Bappenas mendukung

Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) 

sektor Kelautan dan

Perikanan dengan tetap

menjaga keberlanjutan

sumber daya perikanan

Berbagai kajian bioekonomi ini masih

terus akan disempurnakan seiring dengan

ketersediaan data yang lebih komprehensif



Pentingnya Hilirisasi
Perikanan Berkelanjutan

Telah memperoleh Marine Stewardship 

Council (MSC) untuk Tuna dengan alat

tangkap Pole and Line dan Handline

Telah melakukan pelatihan sertifikasi untuk

Tuna Longline

Akan melakukan pelatihan sertifikasi untuk

alat tangkap jaring hela udang berkantong

Bappenas

mendorong

sertifikasi pada

produk-produk

perikanan
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